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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURES DI LINGKUNGAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal yang optimal, diperlukan
Standard Operating Procedures untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Standard Operating Procedures di lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal;
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3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1Tahun
2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURES
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL.

Pasal 1

Standard Operating Procedures di lingkungan Badan Koordinasi
Penanaman Modal digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

Pasal 2

Standard Operating Procedures di lingkungan Badan Koordinasi
Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2011

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.6783

DAFTAR ISI

STANDARD OPERATING PROCEDURES

UNIT SEKRETARIAT UTAMA

A. Pusat Pengolahan Data dan Informasi

1. Pembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal

2. Permintaan Data

3. Updating Data Statistik Penanaman Modal ke Website BKPM

4. Backup Database

5. Penyajian Data Rutin

6. Pembuatan / Pengembangan Database

7. Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem
Jaringan BKPM

8. Penanganan Masalah Aplikasi

9. Pembangunan dan Pengembangan Sistem

B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparat
Daerah

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan

4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur
BKPM

C. Biro Perencanaan Program dan Anggaran

1. Penyusunan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BKPM

2. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

3. Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan BPPA

4. Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Unit BPPA

5. Penyiapan Jawaban Tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait
Anggaran BKPM
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6. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor BKPM

7. Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM Yang Terkait Dengan
Daerah

8. Penyusunan Laporan Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja di
Lingkungan BKPM

9. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Laporan Triwulan)

10. Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal

D. Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan
Tata Usaha Pimpinan

1. Pelaksanaan Acara Pimpinan Dalam Kota

2. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima
Kunjungan Misi Dalam Negeri

3. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima
Kunjungan Misi Luar Negeri

4. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka
Mendampingi Kunker Pres dan Wapres

5. Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Pimpinan BKPM

6. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima
Kunjungan Misi Dalam Negeri

7. Pengordinasian Pengendalian dan Pengurusan Surat masuk
Keluar

8. Prosedur Pembuatan Kliping Berita Investasi

9. Prosedur Perizinan Melakukan Wawancara dengan Pimpinan
BKPM

10. Kunjungan dari Instansi lain

11. Prosedur Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan

12. Prosedur Pelaksanaan Jumpa Pers dengan Media

13. Kunjungan Kerja dengan DPR RI

14. Prosedur Pencetakan dan Penjilidan Buku Dokumentasi Berita
Investasi

15. Prosedur Pemasangan Iklan Media Cetak

16. Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI
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17. Penghimpunan dan Dokumentasi Peraturan Sektoral dan
Peraturan Daerah

18. Ikut serta SKB-P4M

19. Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan

E. Biro Umum

1. Pengelolaan Perpustakaan

2. Penataandan Penyimpanan Arsip

3. Pelayanan Peminjaman dan Permintaan Arsip

4. Pelayanan Legalisasi Arsip

5. Penerimaan Surat Masuk

6. Proses Surat Keluar

7. Proses Penomoran Persetujuan/Perizinan Penanaman Modal

8. Penggandaan Dokumen

9. Pengiriman Tembusan

10. Penetapan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan BKPM

11. Pemberian Kenaikan Pangkat Pejabat dan Karyawan di
lingkungan BKPM

12. Pelayanan Administrasi Pemberhentian/Pensiun Pegawai

13. Pemutakhiran Data Kepegawaian

14. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

15. Pengusulan dan Evaluasi Organisasi

16. Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di Lingkungan BKPM

17. Pelayanan Pembayaran Gaji

18. Pelayanan Pembayaran Tunjangan Khusus

19. Pelayanan Pembayaran Uang Makan

20. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi
Pembayaran langsung (LS)

21. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi
Tambahan Uang Persediaan (TUP)

22. Penerbitan Surat Keterangan Penghasilan

23. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi
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Pembayaran Uang Persediaan (UP)

24. Penyusunan Laporan Keuangan

25. Permintaan Alat Tulis Kantor

26. Keamanan Lingkungan Kantor

27. Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas

28. Peminjaman Wisma Diklat BKPM

29. Pengadaan dan Pendistribusian Barang Perlengkapan Kantor

30. Pelayanan Pengaduan Kerusakan Peralatan Sarana Kantor

31. Perawatan Peralatan Kantor, Perawatan Peralatan Penunjang
Gedung dan Perawatan Gedung

32. Penyediaan Ruang Rapat dan Jamuan Rapat

F. Pusat Bantuan Hukum

1. Pelaksanaan Proses Arbitrase

2. Pelaksanaan Proses Mediasi

3. Pelaksanaan Proses Persidangan

4. Pemberian Keterangan di Persidangan

5. Pemberian Keterangan Kepada Penyidik

6. Penanganan Konsultasi Hukum Penanaman Modal

G. Inspektorat

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja

2. Pemeriksaan Internal

3. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Badan
Koordinasi Penanaman Modal

4. Reviu Laporan Keuangan
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2011

Jln. Jend. Gatot Subroto 44
Jakarta, 12190

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Pembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal
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1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Unit pelaksana pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal adalah

Pusat Pengolahan Data dan Informasi.

Pelaksana pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal adalah pejabat

beserta stafnya yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab

langsung terhadap pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal

Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan

Informasi.
Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya buku laporan perkembangan

penanaman modal untuk suatu periode.
Pengguna laporan perkembangan penanaman modal adalah Pengguna buku laporan

perkembangan penanaman modal adalah para pejabat di BKPM maupun di luar

lingkungan BKPM, investor, kalangan akademisi, serta masyarakat luas yang

membutuhkan data terkait penanaman modal.

Keluaran (output ) adalah laporan perkembangan penanaman modal.

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Kemanfaatan (outcome) pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal

adalah data perkembangan penanaman modal sebagai salah satu sumber data bagi

pengambilan keputusan terkait dengan rencana pembangunan nasional dan data

pendukung bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia

Dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya mengenai data perkembangan

penanaman modal di Indonesia dimana perizinannya diselenggarakan oleh BKPM, perlu

dilakukan Pembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal dalam bentuk

tertulis secara rutin setiap bulan, agar para stakeholders dapat dengan mudah mengetahui

informasi tersebut dengan jelas.

Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur kegiatan Pembuatan Buku

Laporan Perkembangan Penanaman Modal adalah sebagai panduan bagi unit Pusat

Pengolahan Data dan Informasi serta unit kerja terkait di lingkungan BKPM

Tujuannya adalah meningkatkan sistem kerja unit Pusat Pengolahan Data dan Informasi

dalam pengkoordinasian kegiatanPembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman

Modal secara terarah dan terpadu.
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8.

a. Memiliki ketelitian dalam mengolah data penanaman modal;

b. Memiliki kemampuan menganalisis data.

c. Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Excel / Crystal Report;

4. Ringkasan

5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Aplikasi :

b. Back Office :

c. Front Office :

d. Sektor Primer :

e. Sektor Sekunder :

f. Sektor Tersier :

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

:

:

:

:

:

:

:

Standar kompetensi pelaksana :

Proses

Persiapan

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Meliputi sektor jasa seperti perdagangan, jasa konsultan,

hotel, restoran, swalayan dan sejenisnya.

Terminator (Mulai dan Selesai)

Standard Operating Procedures Penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal

merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk

memudahkan proses pelayanan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan

dan sejenisnya.

Meliputi sektor industri atau manufaktur

Permohonan pelayanan/persetujuan penanaman modal.

Para pemberi layanan yang tidak berhubungan langsung

dengan investor dan memiliki ruang kerja khusus.
Para pemberi layanan yang berhubungan langsung dengan

investor dan memiliki ruang kerja khusus dengan standar

tertentu.
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1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

-

-

-

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tercapainya kebutuhan atas data dan

informasi terkait penanaman modal secara efektif dan efisien.

Teliti dan akurat dalam melakukan penyajian data.

Standar kompetensi pelaksana:

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Memahami konsep perizinan penanaman modal di BKPM

Pusat Pengolahan data dan Informasi (Pusdatin) memiliki tugas melaksanakan pengelolaan

sistem informasi, pengelolaan data, pelaporan dan penyajian informasi. Dalam kaitannya

dengan penyajian informasi, para stakeholders terkadang melakukan permintaan data di

luar format baku yang telah dilakukan oleh Pusdatin. Sehingga perlu dilakukan suatu

proses query data yang baru dari database perizinan penanaman modal yang ada di

Pusdatin agar kebutuhan user terpenuhi.

Maksud penetapan standar pelayanan permintaan data adalah untuk menyediakan

informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai penyajian data rutin.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Pusat Pengolahan Data dan Informasi

secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan permintaan data di

lingkungan BKPM.

Menguasai program Microsoft Excel, Microsoft Query, Crystal Report.

Unit yang bertanggung jawab melakukan kegiatan permintaan data adalah Pusat

Pengolahan Data dan Informasi

Pelaksana permintaan data adalah para pejabat dan pegawai unit Pusat Pengolahan

Data dan Informasi yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab

langsung melaksanakan permintaan data.

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan informasi.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya informasi penanaman modal secara

akurat dan cepat.

Pengguna data rutin adalah pejabat di BKPM maupun di luar lingkungan BKPM,

investor, kalangan akademisi, serta masyarakat luas yang membutuhkan data terkait

penanaman modal.

Keluaran (output) pelayanan adalah data penanaman modal sesuai dengan kebutuhan
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4. Ringkasan

5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Aplikasi :

b. Back Office :

c. Front Office :

d Sektor Primer :

e Sektor Sekunder :

f Sektor Tersier :

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

:

:

:

:

:

:

:

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan

dan sejenisnya.

Meliputi sektor industri atau manufaktur

Permohonan pelayanan/persetujuan penanaman modal.

Para pemberi layanan yang tidak berhubungan langsung

dengan investor dan memiliki ruang kerja khusus.
Para pemberi layanan yang berhubungan langsung dengan

investor dan memiliki ruang kerja khusus dengan standar

tertentu.

Proses

Pengambilan Keputusan

Persiapan

Meliputi sektor jasa seperti perdagangan, jasa konsultan,

hotel, restoran, swalayan dan sejenisnya.

Terminator (Mulai dan Selesai)

Standard Operating Procedures Penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal

merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk

memudahkan proses pelayanan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
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1 Latar Belakang

2 Maksud dan Tujuan

3 Ruang Lingkup

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

-

-

-

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat

lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat dalam masyarakat. Kondisi

seperti ini menuntut instansi/organisasi untuk mengakomodir dan mengantisipasi

Maksud penetapan standar pelayanan updating data statistik penanaman modal ke

website BKPM adalah untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar

dan tepat mengenai updating data statistik penanaman modal ke website BKPM

Standar kompetensi pelaksana:

Teliti dan akurat dalam melakukan penyajian data.

Menguasasi proses updating data penanaman modal ke dalam

website.

Unit yang bertanggung jawab melakukan kegiatan updating data statistik penanaman

modal ke website BKPM adalah Pusat Pengolahan Data dan Informasi

Pelaksana updating data statistik penanaman modal ke website BKPM adalah para pejabat

dan pegawai unit Pusat Pengolahan Data dan Informasi yang secara teknis/administratif

memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan updating d ata statistik

penanaman modal ke website BKPM

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan informasi.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya informasi penanaman modal bagi

masyarakat luas.

Pengguna data statistik penanaman modal di website BKPM adalah pejabat di BKPM

maupun di luar lingkungan BKPM, investor, kalangan akademisi, serta masyarakat luas yang

membutuhkan data terkait penanaman modal.

Keluaran (output) pelayanan adalah data statistik penanaman modal selama periode

tertentu.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah terwujudnya transparansi informasi penanaman

modal bagi khalayak umum

Menguasai program Microsoft Excel, Microsoft Query, Crystal Report dan Acrobat

Reader.
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4 Ringkasan

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Aplikasi :

b. Back Office :

c. Front Office :

d Sektor Primer :

e Sektor Sekunder :

f Sektor Tersier :

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

:

:

:

:

:

:

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan

dan sejenisnya.

Meliputi sektor industri atau manufaktur

Standard Operating Procedures Penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal

merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan

untuk memudahkan proses pelayanan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Permohonan pelayanan/persetujuan penanaman modal.

Para pemberi layanan yang tidak berhubungan langsung

dengan investor dan memiliki ruang kerja khusus.Para pemberi layanan yang berhubungan langsung dengan

investor dan memiliki ruang kerja khusus dengan standar

tertentu.

Proses

Persiapan

Meliputi sektor jasa seperti perdagangan, jasa konsultan,

hotel, restoran, swalayan dan sejenisnya.

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Terminator (Mulai dan Selesai)

www.djpp.kemenkumham.go.id
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1 Latar Belakang

2 Maksud dan Tujuan

Tujuannya adalah:

1.

2.

3.

Membuat salinan data.

Memiliki cukup waktu untuk memperbaiki database utama apabila terjadi

gangguan pada server database.

Kebutuhan akan ketersediaan basis data (database) yang bisa terus aktif

bekerja selama 24 jam x 7 hari

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Kita selalu membayangkan Aset adalah benda-benda tidak bergerak atau bergerak

seperti komputer, perabot, bangunan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya data dan

aplikasi kita pun adalah aset sama seperti benda bergerak dan tidak bergerak itu.

Bahkan bisa jadi data dan aplikasi yang jauh lebih penting dan sensitif karena

menyangkut sistem informasi dari sebuah organisasi.

Salah satu hal terpenting dalam database adalah back up. Menurut Ir. Betha Sidik dalam

bukunya MySQL: Untuk Pengguna, Administrator dan Pengembang Aplikasi Web:

Suatu back up harus dilakukan dengan tujuan untuk berjaga-jaga agar jangan sampai

terjadi kerusakan sistem, baik dari luar atau pun dari dalam sistem, entah yang

disengaja maupun yang tidak disengaja.

Para pengguna, khususnya yang berada dalam lingkungan enterprise yang memiliki data

penting dan berukuran besar, harus membuat salinan data yang dimilikinya. Hal ini

dilakukan dengan tujuan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan kegagalan (failure) yang

dapat menimpa database utama. Dengan adanya database cadangan hasil back up,

perusahaan akan memiliki cukup waktu untuk memperbaiki database utama mereka

tanpa harus menghentikan kegiatan bisnisnya untuk

waktu yang lama.

BKPM sebagai salah satu Lembaga Pemerintahan Non Departemen, memiliki data yang

penting dan strategis. Data BKPM tidak saja berisi data yang terkait

penanaman modal seperti data investor, data investasi, softcopy surat perizinan

Maksud Kegiatan ini adalah untuk menjaga database yang dimiliki BKPM dari

kemungkinan kegagalan (failure) yang dapat menimpa database utama.

www.djpp.kemenkumham.go.id
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3 Ruang Lingkup

1. Persiapan pengamanan database.

2. Pelaksanaan pengamanan database.

3. Penyimpanan hasil pengamanan database.

4 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

:

:

:

:

:

:

:

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

Proses Pendokumentasian

Ruang lingkup pedoman ini meliputi semua ketentuan, tata-cara dan urutan kegiatan

yang berkaitan dengan pelaksanaan backup sebagai berikut

Proses

Persiapan

Terminator (Mulai dan Selesai)

Pengambilan Keputusan
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures

Penyajian Data Rutin
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1 Latar Belakang

2 Maksud dan Tujuan

3 Ruang Lingkup

1

2

3

4

Unit yang bertanggung jawab melakukan kegiatan penyajian data rutin adalah

Pusat Pengolahan Data dan Informasi

Pelaksana penyajian data rutin adalah para pejabat dan pegawai unit Pusat

Pengolahan Data dan Informasi yang secara teknis/administratif memiliki tugas

dan tanggung jawab langsung melaksanakan penyajian data rutin.

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun non

pemerintah, seringkali dikumpulkan data individual maupun agregat yang

merupakan hasil kegiatan dan hasil penelitian, baik secara rutin maupun non

rutin, bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal atau terkadang

bersifat periodik. Data dikumpulkan mulai dalam bentuk struktur data yang

paling sederhana hingga struktur yang sangat kompleks, dengan jumlah record

yang besar. Mekanisme yang sedemikian rupa sangat dibutuhkan untuk

pengelolaan data agar dapat dilakukan secara baik dan kemudahan dalam

menemukan kembali data jika sewaktu-waktu perlu. Mekanisme ini tentu saja

memangkas waktu dan tenaga, sehingga proses dapat berjalan lebih efektif.

Pada dasarnya, data merupakan satu langkah untuk dapat memberikan

informasi, baik informasi untuk organisasi tersebut maupun masyarakat luas.

Sehingga dapat dikatakan bahwa data merupakan awal terbentuknya sebuah

informasi

Maksud penetapan standar pelayanan penyajian data rutin adalah untuk

menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai

penyajian data rutin.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Pusat Pengolahan Data dan

Informasi secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan

penyajian data rutin di lingkungan BKPM.

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan

informasi.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya data dan informasi terkait

dengan penanaman modal untuk mendukung kinerja stakeholders.

www.djpp.kemenkumham.go.id
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5

6.

7.

8.

-

-

-

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

:

:

:

:

:

:

:

Standar kompetensi pelaksana:

Teliti dan akurat dalam melakukan penyajian data.

Memahami konsep perizinan penanaman modal dan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

Proses

Pengambilan Keputusan

Persiapan

Terminator (Mulai dan Selesai)

Menguasai program Micrsoft Excel, Crystal Report.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya data dan informasi terkait

dengan penanaman modal untuk mendukung kinerja stakeholders.

Pengguna data rutin adalah pejabat di BKPM maupun di luar lingkungan BKPM,

investor, kalangan akademisi, serta masyarakat luas yang membutuhkan data

terkait penanaman modal.

Keluaran (output) pelayanan adalah data internal (contoh: data persetujuan,

realisasi, bea masuk, dll) dan data eksternal (contoh: BPS, Bapennas, BI dll)

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah terwujudnya penyediaan data dan

informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat bagi para pengambil

keputusan.

www.djpp.kemenkumham.go.id
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1 Latar Belakang

Untuk itu, perlu disusun suatu pedoman pembangunan dan

pengembangan database yang dapat menunjang tercapainya sasaran

Tugas dan fungsi BKPM dalam

UU no. 25 tahun 2007 yang antara lain adalah membuat peta

penanaman modal Indonesia, mempromosikan penanaman modal dan

menyebarkan informasi yang

seluas-luasnya dalam lingkup penyelengaraan penanaman modal untuk

mendapatkan data yang akurat, informatif dan representatif

diantaranya sebagaimana yang

tercantum dalam pasal 12 bahwa Bidang usaha atau jenis usaha

ditetapkan berdasarkan standar klasifikasi yang berlaku di Indonesia

yaitu International Standard for Industrial Classification (ISIC).

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Sistem Informasi Manajemen Investasi pada hakekatnya merupakan

suatu sistem dari semua bentuk kegiatan perolehan dan pengolahan

data yang terkoordinasi, terintegrasi dan saling berinteraksi dari

seluruh aktivitas lingkup kegiatan perizinan penanaman modal.

Ketersediaan data statistik perkembangan penanaman modal yang

lengkap dan akurat adalah prasyarat penting dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di

Indonesia. Oleh sebab itu pengembangan data statistik penanaman

modal perlu diarahkan pada ketersediaan data dan informasi yang

lengkap, akurat, relevan, dan konsisten yang kesemuanya tidak

terlepas dari manajemen data dan informasi.

Data dan informasi memegang peranan penting dalam proses

perencanaan perkembangan penanaman modal di Indonesia, bahkan

informasi merupakan salah satu input yang berperan sama penting

dengan input-input lainnya. Oleh karena itu data dan informasi

seharusnya dianggap pula sebagai suatu sumberdaya yang harus

dikelola sama baiknya dengan sumberdaya lainnya.

www.djpp.kemenkumham.go.id
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2 Maksud dan Tujuan

3 Ruang Lingkup

Tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan dalam pengembangan Sistem Data dan Informasi

lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Menyusun pengembangan Sistem Informasi yang terpadu,

terintegrasi, tepat guna dan bermanfaat bagi para pengguna baik

pengambil keputusan, pelaku usaha ataupun pihak lain yang terkait.

Ruang lingkup pedoman ini meliputi semua ketentuan, tata-cara dan

urutan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan

dan pembangunan database sebagai berikut.

1. Pengumpulan user requirement.

2. Pembuatan desain database.

3. Pelaksanaan pembuatan/pengembangan struktur database.

4. Pelaksanaan ujicoba relasi dan duplikasi database.

5. Penyimpanan hasil pembuatan/pengembangan database.

Maksud dari penyusunan pedoman pengembangan database adalah

memberi landasan yang kokoh dalam perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengendalian Penanaman Modal yang terpadu,

dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan tujuan

pembangunan Nasional.
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4 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

:

:

:

:

:

:

:

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

Pengambilan Keputusan

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu

Halaman

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman

Berikutnya

Proses Pendokumentasian

www.djpp.kemenkumham.go.id
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1 Latar Belakang

2 Maksud dan Tujuan

3 Ruang Lingkup

1.

2.

3.

4.

5.

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal di seluruh unit kerja BKPM dapat

membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi

secara cepat, tepat, dan akurat serta menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan

efesien. Sistem jaringan merupakan salah satu pondasi utama dalam menopang seluruh

sistem yang telah dibangun. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem

jaringan yang dilakukan secara berkesinambungan didasarkan kepada perkembangan

kebutuhan akan pemanfaatan teknologi informasi di BKPM dalam mendukung tugas

pokok dan fungsi BKPM dalam mencapai visi misi organisasi.

Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur kegiatan pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan BKPM adalah sebagai panduan bagi

unit Pusat Pengolahan Data dan Informasi serta unit kerja terkait di lingkungan BKPM

Tujuannya adalah meningkatkan sistem kerja unit Pusat Pengolahan Data dan Informasi

dalam pengkoordinasian kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sistem jaringan BKPM secara terarah dan terpadu.

Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan

Informasi.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam pemberian

pelayanan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem jaringan dalam

menunjang tugas pokok dan fungís dari masing-masing unit kerja di BKPM

Unit pelaksana pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan

BKPM adalah Pusat Pengolahan Data dan Informasi.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan staf Direktorat Pelayanan Aplikasi

yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung

melaksanakan pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal dengan

mekanisme Front Office dan Back Office.

Pengguna jaringan adalah organisasi, unit kerja, para pejabat/ pegawai di lingkungan

Badan Koordinasi Penanaman Modal.

www.djpp.kemenkumham.go.id
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6.

7.

8.

4 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

:

:

:

:

:

:

:

Keluaran (output) sistem jaringan, perangkat keras jaringan dan dokumentasi

sistem.

Kemanfaatan (outcome) meningkatkan produktivitas dan efesiensi dalam setiap

proses kegiatan di seluruh unit kerja BKPM.

Standar kompetensi pelaksana :

Pengambilan Keputusan

c. Mempunyai pengetahuan dan menguasai serta terus mengikuti perkembangan

teknologi informasi.

a. Mempunyai pengetahuan dan menguasai peraturan perundang-undangan,

ketentuan dan kebijakan terkait dengan sistem atau teknologi informasi yang

dikeluarkan oleh Pemerintah.Mampu memberikan analisis dan pendapat hukum

yang tajam dan informative, dengan didukung oleh inisiatif yang tinggi, alasan yang

tepat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;

b. Mempunyai keahlian dalam menganalisis permasalahan sistem secara tajam dan

informative, inisiatif yang tinggi, alasan yang tepat, transparan dan dapat

dipertanggung jawabkan.

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

d. Mampu melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan non Pemerintah

terkait dengan integrasi sistem.

Proses

Persiapan

Terminator (Mulai dan Selesai)

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 42

A
.

1 2 3 4 5 6 7

B
.

C
.

A
la

t
tu

lis
,k

o
m

p
u

te
r,

p
ri

n
te

r,
sc

an
n

e
r,

n
o

te
b

o
o

k,
cr

im
p

in
g

to
o

ls
,t

e
st

e
r,

d
ll

D
.

B
ia

ya

Ti
d

ak
ad

a

E.
Te

m
p

a
t

P
e

la
ya

n
a

n

F.
Ja

d
w

al
P

e
la

ya
n

an

G
.

P
e

n
a

n
ga

n
a

n
/T

in
d

a
k

La
n

ju
t

P
e

n
ga

d
u

a
n

/K
e

lu
h

a
n

/M
a

su
ka

n

1 2 3Sa
ra

n
a

d
an

P
ra

sa
ra

n
a

P
el

ay
a

n
an

p
e

m
b

an
gu

n
an

,p
e

n
ge

m
b

an
ga

n
d

an
p

em
e

lih
ar

aa
n

si
st

em
ja

ri
n

ga
n

B
K

P
M

d
is

e
le

n
gg

ar
ak

an
d

iU
n

it
P

u
sa

t
P

en
go

la
h

an
D

at
a

d
an

In
fo

rm
as

i.

P
el

ay
a

n
an

p
e

m
b

an
gu

n
an

,p
e

n
ge

m
b

an
ga

n
d

an
p

em
e

lih
ar

aa
n

si
st

em
ja

ri
n

ga
n

B
K

P
M

d
is

e
le

n
gg

ar
ak

an
se

la
m

a
ja

m
ke

rj
a

ke
d

in
as

an
,d

an
ap

ab
ila

p
e

rl
u

d
ap

at
d

ila
ks

an
ak

an
d

il
u

ar
h

ar
id

an
ja

m
ke

rj
a.

P
e

ra
tu

ra
n

K
e

p
al

a
B

K
P

M
N

o
m

o
r

9
0

/S
K

/2
0

0
7

te
n

ta
n

g
O

rg
an

is
as

id
an

Ta
ta

K
e

rj
a

B
ad

an
K

o
o

rd
in

as
iP

en
an

am
an

M
o

d
al

;

K
e

p
al

a
B

ag
ia

n
P

e
n

go
la

h
an

Si
st

em
In

fo
rm

as
ib

e
se

rt
a

sa
f

m
e

n
in

d
ak

la
n

ju
ti

p
en

ga
d

u
an

/k
e

lu
h

an
/m

as
u

ka
n

.

P
e

n
ga

d
u

an
/k

e
lu

h
an

/m
as

u
ka

n
d

ar
iu

n
it

ke
rj

a
te

rk
ai

t
ke

gi
at

an
p

e
m

b
an

gu
n

an
,p

e
n

ge
m

b
a

n
ga

n
d

an
p

e
m

el
ih

ar
aa

n
si

st
e

m
ja

ri
n

ga
n

B
K

P
M

d
is

am
p

ai
ka

n
ke

p
ad

a
K

e
p

al
a

P
u

sa
t

P
e

n
go

la
h

an
D

at
a

d
an

In
fo

rm
as

is
e

la
ku

K
o

o
rd

in
at

o
r

p
e

m
b

an
gu

n
an

,p
e

n
ge

m
b

an
ga

n
d

an
p

e
m

el
ih

ar
aa

n
si

st
e

m
ja

ri
n

ga
n

B
K

P
M

.

K
e

p
al

a
P

u
sa

t
P

e
n

go
la

h
an

D
at

a
d

an
In

fo
rm

as
im

en
d

el
eg

as
ik

an
w

e
w

e
n

an
g

ke
p

ad
a

K
ep

al
a

B
id

an
g

P
en

go
la

h
an

Si
st

e
m

In
fo

rm
as

iu
n

tu
k

m
e

n
in

d
ak

la
n

ju
ti

p
e

n
ga

d
u

an
/k

e
lu

h
an

/m
as

u
ka

n
.

P
e

rs
ya

ra
ta

n

D
a

sa
r

H
u

ku
m

B
A

D
A

N
K

O
O

R
D

IN
A

SI
P

E
N

A
N

A
M

A
N

M
O

D
A

L

SE
K

R
ET

A
R

IA
T

U
T

A
M

A

P
U

SA
T

P
EN

G
O

LA
H

A
N

D
A

T
A

D
A

N
IN

FO
R

M
A

SI

St
a

n
d

a
rd

O
p

e
ra

ti
n

g
P

ro
ce

d
u

re
s

P
e

m
b

a
n

gu
n

a
n

,P
e

n
ge

m
b

a
n

ga
n

D
an

P
e

m
e

lih
a

ra
a

n
Si

st
e

m
Ja

ri
n

ga
n

B
K

P
M

N
o

m
o

r
SO

P
:

1
-1

-7

P
er

sy
ar

at
an

ad
m

in
is

tr
as

i/
te

kn
is

ya
n

g
h

ar
u

s
d

ip
e

n
u

h
io

le
h

p
e

la
ks

an
a

ke
gi

at
an

:

1
.A

d
an

ya
ar

ah
an

/p
er

se
tu

ju
an

d
ar

iP
im

p
in

an
u

n
tu

k
m

e
la

ks
an

ak
an

ke
gi

at
an

te
rs

eb
u

t

2
.A

d
an

ya
al

o
ka

si
an

gg
ar

an
d

al
am

D
IP

A

3
.A

d
an

ya
ko

n
fi

rm
as

id
an

u
se

r
re

q
u

ir
e

m
e

n
t

ya
n

g
d

et
ai

ld
ar

iB
ir

o
/D

ir
ek

to
ra

t

U
n

d
an

g-
u

n
d

an
g

N
o

m
o

r
8

0
Ta

h
u

n
2

0
0

3
te

n
ta

n
g

P
e

n
ga

d
aa

n
B

ar
an

g
d

an
Ja

sa
P

em
e

ri
n

ta
h

an

U
n

d
an

g-
u

n
d

an
g

N
o

m
o

r
2

5
Ta

h
u

n
2

0
0

7
te

n
ta

n
g

P
e

n
an

am
an

M
o

d
al

;

U
n

d
an

g-
u

n
d

an
g

N
o

m
o

r
1

1
Ta

h
u

n
2

0
0

8
te

n
ta

n
g

In
fo

rm
a

si
d

an
Tr

an
sa

ks
iE

le
kt

ro
n

ik

P
e

ra
tu

ra
n

P
re

si
d

e
n

N
o

m
o

r
9

0
Ta

h
u

n
2

0
0

7
te

n
ta

n
g

B
ad

an
K

o
o

rd
in

as
iP

e
n

an
am

an
M

o
d

al
;

U
n

d
an

g-
U

n
d

a
n

g
N

o
.1

1
Ta

h
u

n
2

0
0

8
te

n
ta

n
g

In
fo

rm
a

si
d

an
Tr

an
sa

ks
iE

le
kt

ro
n

ik
;

U
n

d
an

g-
U

n
d

a
n

g
N

o
.1

4
Ta

h
u

n
2

0
0

8
te

n
ta

n
g

K
e

te
rb

u
ka

an
In

fo
rm

as
iP

u
b

lik
;

L
e
n

g
k

a
p

S
e
tu

ju
S

e
tu

ju

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.67843

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 44

2011

Jln. Jend. Gatot Subroto 44

Jakarta, 12190

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures

Penanganan Masalah Aplikasi
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1 Latar Belakang

2 Maksud dan Tujuan

3 Ruang Lingkup

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan

Informasi.

Pengguna penanganan masalah aplikasi adalah para pengguna aplikasi yang

sistemnya terhubung dengan Pusat Pengolahan Data dan Informasi

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Dalam penggunaan suatu sistem aplikasi dapat dipastikan terjadi permasalahan baik

yang teknis maupun prosedur. Dengan melakukan kegiatan penanganan masalah

aplikasi diharapkan dapat memfasilitasi para pengguna aplikasi sehingga masala-

masalah tersebut dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Maksud dari ditetapkannya Standard Operating Procedures kegiatan penanganan

masalah aplikasi adalah sebagai panduan bagi unit Pusat Pengolahan Data dan

Informasi serta unit kerja terkait di lingkungan BKPM

Tujuannya adalah meningkatkan sistem kerja unit Pusat Pengolahan Data dan Informasi

dalam pengkoordinasian kegiatan penanganan masalah aplikasi secara terarah dan

terpadu.

Keluaran (output) adalah sistem aplikasi yang telah berhasil ditangani dengan baik.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya sarana helpdesk bagi para

penggunan aplikasi di lingkungan BKPM.

a. Mampu menganalisis permasalahan yang terjadi pada sistem aplikasi
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Excel / Crystal Report / Borland

Delphi / Microsoft Query / SQL Server;

Unit pelaksana penanganan masalah aplikasi adalah Pusat Pengolahan Data dan

Informasi.

Pelaksana penanganan masalah aplikasi adalah pejabat beserta stafnya yang secara

teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung terhadap

penanganan masalah aplikasi

Standar kompetensi pelaksana :

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya suatu sistem yang handal,

reliable, dan terintegrasi dengan baik

www.djpp.kemenkumham.go.id
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4 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

:

:

:

:

:

:

:

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

Proses

Persiapan

Terminator (Mulai dan Selesai)

www.djpp.kemenkumham.go.id
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1 Latar Belakang

2 Maksud dan Tujuan

3 Ruang Lingkup

1

2

3

4

5

6.

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah meningkatkan produktivitas dan

efesiensi dalam setiap proses kegiatan di seluruh unit kerja BKPM.

Unit pelayanan yang melaksanakan adalah Bidang Pengelolaan Sistem

Informasi, Pusat Pengolahan Data dan Informasi.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan staf Bidang Pengelolaan Sistem

Informasi, Pusat Pengolahan Data dan Informasi yang secara teknis maupun

administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab langsung

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan

Informasi.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam

pemberian pelayanan pembangunan/pengembangan sistem sehingga tercipta

kualifikasi sistem yang diharapkan.

Tujuannya adalah termanfaatkannya sistem secara optimal dalam mendukung

tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja untuk menunjang tercapainya visi dan

misi BKPM.

Pengguna pelayanan adalah satuan organisasi, unit kerja, para pejabat/

pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, instansi terkait,

dan masyarakat.

Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen sistem yang direncanakan/telah

dibangun/dikembangkan

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal di seluruh unit kerja BKPM

dapat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan

informasi secara cepat, tepat, dan akurat serta menghasilkan kinerja yang lebih

efektif dan efesien. Kebutuhan akan Sistem dalam menunjang tugas pokok dan

fungsinya harus dapat dikoordinasikan agar system yang akan dibangun atau

dikembangkan dapat terintegrasi.

Maksud ditetapkannya standar pembangunan/pengembangan sistem adalah

sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di BKPM yang ingin

membangun/mengembangkan sistem di unit kerjanya agar terintegrasi dan

dapat berkesinambungan.
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8.

a.

b.

c.

d.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

:

:

:

:

:

:

:

Standar kompetensi pelaksana :

Mampu melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan non

Pemerintah terkait dengan integrasi sistem.

Mempunyai pengetahuan dan menguasai peraturan perundang-undangan,

ketentuan dan kebijakan terkait dengan sistem atau teknologi informasi

yang dikeluarkan oleh Pemerintah.Mampu memberikan analisis dan

pendapat hukum yang tajam dan informative, dengan didukung oleh inisiatif

yang tinggi, alasan yang tepat, transparan dan dapat dipertanggung

jawabkan.

Mempunyai keahlian dalam menganalisis permasalahan sistem secara tajam

dan informative, inisiatif yang tinggi, alasan yang tepat, transparan dan

dapat dipertanggung jawabkan.

Mempunyai pengetahuan dan menguasai serta terus mengikuti

perkembangan teknologi informasi.

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

Proses

Pengambilan Keputusan

Persiapan

Terminator (Mulai dan Selesai)
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal di daerah,
maka BKPM melalui Pusdiklat setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai
diklat teknis singkat bagi aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di
Indonesia bertempat di Wisma BKPM Cipanas.

2. Maksud dan Tujuan
Penetapan Standard Operating Procedures ini adalah sebagai pedoman
persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Diklat Teknis Bagi Aparatur Sedangkan
tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan
Pusdiklat sehingga dapat meningkatkan efektifitas diklat dimaksud.

3. Ruang Lingkup
Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam SOP ini adalah tahap : a) persiapan,
b) pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Diklat Teknis Bagi Aparatur Daerah,
termasuk penyusunan laporan pelaksanaannya.

4. Ringkasan
Standar Operating Procedures Diklat Teknis Bagi Aparatur BKPM ini merupakan
pedoman penyelenggaraan diklat teknis bagi aparat PDPPM dan/atau PDKPM
yang dilaksanakan oleh BKPM dan dilaksanakan di Wisma BKPM Cipanas, Jawa
Barat.

5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

www.djpp.kemenkumham.go.id
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1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

4. Ringkasan

Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam SOP ini adalah tahap : a) persiapan,

khususnya koordinasi dengan pihak ketiga dan ketersediaan ruangan dan fasilitas

penunjang lainnya, b) pelaksanaan dan evaluasi kegiatan diklat oleh pihak ketiga

didampingi oleh pihak Pusdiklat dan c) penyusunan laporan lengkap

penyelenggaraan diklat.

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari golongan pendidikan Sarjana,

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib disertakan dalam Diklat Prajabatan

Golongan III selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai

CPNS. CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai

PNS. Sehubungan dengan itu setiap tahunnya Pusdiklat BKPM menyelenggarakan

Diklat Prajabatan Golongan III bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara

(LAN) dengan melibatkan Widyaisawara LAN dan Widyaiswara BKPM.

Penetapan standar operasional prosedur ini adalah sebagai pedoman persiapan,

penyelenggaraan dan evaluasi Diklat Prajabatan Golongan III yang dilakukan atas

kerjasama Pusdiklat BKPM dan LAN. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah

untuk menjaga efektifitas penyelenggaraan diklat tersebut sehingga dapat

mencapai tujuan diklat yang diharapkan.

Standard Operating Procedures Diklat Prajabatan Golongan III ini merupakan

pedoman penyelenggaraan diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III di

BKPM yang organisir oleh BKPM dan bekerjasama dengan pihak ketiga serta

dilaksanakan di Wisma BKPM Cipanas, Jawa Barat.

www.djpp.kemenkumham.go.id
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan
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1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

4. Ringkasan

Standard Operating Procedures Diklat Pimpinan ini merupakan pedoman

penyelenggaraan diklat bagi calon-calon pejabat di BKPM yang diorganisir oleh

BKPM dan pihak ketiga serta dilaksanakan di lingkungan kantor Lembaga

Administrasi Negara maupun Kementrian/Lembaga lain.

Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam SOP ini adalah tahap : a) persiapan,

khususnya koordinasi dengan pihak LAN atau Kementrian/Lembaga lain yang akan

menjadi tujuan pengiriman calon peserta diklat pimpinan dari BKPM ketiga dan

ketersediaan ruangan dan fasilitas penunjang lainnya dan tahap evaluasi dalam

rangka meningkatkan pelayanan yang sama di masa yang akan datang

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Dalam rangka mempersiapkan calon pimpinan pada eselon terendah hingga

tertinggi di lingkungan BKPM, setiap tahunnya mengirimkan aparatur dan

pejabatnya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat Pimpinan tingkat

terendah hingga tertinggi di Lembaga Administrasi Negara atau

Kementrian/Lembaga Pemerintah lainnya. Hal ini mengingat jumlah calon peserta

yang terbatas untuk dilakukan secara khusus untuk lingkungan BKPM.

Penetapan Standard Operating Procedures ini adalah sebagai panduan persiapan,

dan evaluasi pengiriman staf dan pejabat BKPM untuk mengkikuti Diklat Pimpinan

di LAN atau Kementrian/Lembaga lain. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah

untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengiriman calon peserta diklat

pimpinan bagi staf dan pejabat BKPM yang memenuhi syarat sehingga memperoleh

hasil seperti yang diharapkan.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
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1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

4. Ringkasan

Standard Operating Procedures Diklat Pimpinan ini merupakan pedoman

penyelenggaraan diklat bagi calon-calon pejabat di BKPM yang diorganisir oleh

BKPM dan pihak ketiga serta dilaksanakan di lingkungan kantor Lembaga

Administrasi Negara maupun Kementrian/Lembaga lain.

Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam SOP ini adalah tahap : a) persiapan,

khususnya koordinasi dengan pihak LAN atau Kementrian/Lembaga lain yang akan

menjadi tujuan pengiriman calon peserta diklat pimpinan dari BKPM ketiga dan

ketersediaan ruangan dan fasilitas penunjang lainnya dan tahap evaluasi dalam

rangka meningkatkan pelayanan yang sama di masa yang akan datang

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Dalam rangka mempersiapkan calon pimpinan pada eselon terendah hingga

tertinggi di lingkungan BKPM, setiap tahunnya mengirimkan aparatur dan

pejabatnya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat Pimpinan tingkat

terendah hingga tertinggi di Lembaga Administrasi Negara atau

Kementrian/Lembaga Pemerintah lainnya. Hal ini mengingat jumlah calon peserta

yang terbatas untuk dilakukan secara khusus untuk lingkungan BKPM.

Penetapan Standard Operating Procedures ini adalah sebagai panduan persiapan,

dan evaluasi pengiriman staf dan pejabat BKPM untuk mengkikuti Diklat Pimpinan

di LAN atau Kementrian/Lembaga lain. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah

untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengiriman calon peserta diklat

pimpinan bagi staf dan pejabat BKPM yang memenuhi syarat sehingga memperoleh

hasil seperti yang diharapkan.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan,
Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, diperlukan
suatu koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Negara/Lembaga
dalam menyusun Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Agar penyusunan Konsep
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di lingkungan BKPM dapat dilaksankan secara efektif
dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan konsep Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) BKPM adalah sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai Biro
Perencanaan Program dan Anggaran dalam menyusun Konsep Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) BKPM .
Tujuan adalah untuk :
1. Menyusun dokumen penganggaran berupa konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

berdasarkan RKA-KL Pagu Definitif sesuai hasil pembahasan dan penelaahan dengan
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Departemen Keuangan yang nantinya akan
dijadikan dasar dalam penyusunan DIPA.

2. Mewujudkan tertib administrasi, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan dalam penyusunan anggaran BKPM.

3. Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan yang menyusun DIPA BKPM adalah Biro Perencanaan Program dan

Anggaran.
2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program dan

Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
dalam melaksanakan penyusunan DIPA BKPM

3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya konsep DIPA yang disusun

berdasarkan RKA-KL Pagu Definitif sebagai bahan pembahasan dengan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan.

5. Pengguna pelayanan adalah unit kerja/unit orgaisasi di lingkungan kantor BKPM.
6. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen penganggaran dalam bentuk Konsep

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan DJPb, Kementerian Keuangan yang nantinya
akan dijadikan dasar dalam penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan.

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran yang telah disempurnakan sesuai hasil pembahasan dan penelaahan Konsep
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan DJPb, Kementerian Keuangan yang nantinya
akan dijadikan dasar dalam penyusunan Operasional Kegiatan.

4. Ringkasan
Standard Operating Procedures Penyusunan konsep DIPA BKPM memberikan pedoman
dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BKPM.
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5. Definisi atau Pengertian Umum

a. DIPA : dokumen anggaran Kementerian Negara/ Lembaga yang disusun
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Konsep
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan, Penelaahan,
Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

b. BAS : daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan
disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan,
pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan pemerintah pusat.

c. RKA-KL : dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga
dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan
Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakannya.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat (RABPP) dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
diperlukan suatu koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian
Negara/Lembaga dalam menyusun revisi RABPP dan revisi DIPA. Agar penyusunan usulan revisi
di lingkungan BKPM dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar
pelayanan

2 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan usulan revisi RABPP dan revisi DIPA adalah
sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program dan Anggaran dalam
melaksanakan penyusunan, untuk memberikan informasi terkait dengan sistem dan prosedur
dalam penyusunan usulan revisi RABPP dan revisi DIPA.
Tujuan adalah untuk :
3. Menyusun dokumen penganggaran berupa usulan revisi RABPP dan revisi DIPA

berdasarkan pengajuan unit kerja di lingkungan BKPM sesuai hasil pembahasan dan
penelaahan dengan DJA dan DJPb, Kementerian Keuangan .

4. Mewujudkan tertib administrasi, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan dalam penyusunan anggaran BKPM.

3 Ruang Lingkup

8. Unit pelayanan yang menyusun usulan revisi DIPA dan revisi RABPP adalah Biro
Perencanaan Program dan Anggaran.

9. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program dan
Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
dalam melaksanakan penyusunan konsep revisi DIPA.

10. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran.
11. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya dokumen revisi RABPP dan revisi DIPA

hasil pembahasan dan penelaahan dengan DJA dan DJPb, Kementerian Keuangan.
12. Pengguna pelayanan adalah unit kerja/unit organisasi di lingkungan kantor BKPM.
13. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen penganggaran dalam bentuk usulan revisi

RABPP dan revisi DIPA yang telah ditandatangani oleh pejabat Eselon I di lingkungan BKPM
selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

14. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dokumen revisi RABPP dan revisi DIPA yang
telah disempurnakan sesuai hasil pembahasan dan penelaahan dengan DJA dan DJPb,
Departemen Keuangan selanjutnya dokumen tersebut akan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan usulan revisi RABPP dan revisi DIPA .

15. Definisi peristilahan :
Revisi RABPP dan revisi DIPA adalah dokumen penganggaran Kementerian
Negara/Lembaga yang disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran
Menteri Keuangan tentang revisi RABPP dan revisi DIPA yang memuat revisi atas Mata
Anggaran Kegiatan (MAK), kegiatan/sub kegiatan dan jenis belanja.
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4 Ringkasan

Standar Operasional Prosedur pelayanan penyusunan usulan revisi RABPP dan revisi DIPA
adalah sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program dan Anggaran
dalam melaksanakan penyusunan, untuk memberikan informasi terkait dengan sistem dan
prosedur dalam penyusunan usulan revisi RABPP dan revisi DIPA.

5 Definisi atau Pengertian Umum

Revisi RABPP dan revisi DIPA : Dokumen penganggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang
revisi RABPP dan revisi DIPA yang memuat revisi atas Mata Anggaran Kegiatan (MAK),
kegiatan/sub kegiatan dan jenis belanja.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka perwujudan pelaksanaan kegiatan/program Biro Perencanaan Program
dan Anggaran selama 1 tahun, maka perlu disusun Laporan Tahunan BPPA guna
meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran pada tahun berikutnya.
Untuk itu, agar penyusunan buku Laporan Tahunan BPPA dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan buku Laporan Tahunan BPPA adalah
untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai
penyusunan buku Laporan Tahunan BPPA.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
penyusunan buku Laporan Tahunan BPPA.

3 Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang menyusun buku Laporan Tahunan BPPA adalah Biro

Perencanaan Program dan Anggaran.

b Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan penyusunan buku Laporan Tahunan BPPA.

c Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

d Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyusunan
buku Laporan Tahunan BPPA sehingga proses penyusunannya dapat dilakukan
dengan lancar, efektif dan tepat waktu.

e Pengguna pelayanan adalah seluruh Satuan Kerja di lingkungan BKPM.

f Keluaran (output) pelayanan adalah buku Laporan Tahunan BPPA.

g Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat melihat hasil dari kegiatan yang
telah dilaksanakan Biro Perencanaan Program dan Anggaran dan dapat
memperbaiki untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya melalui
penyusunan Laporan Tahunan BPPA.

4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Penyusunan Laporan Tahunan BPPA merupakan bagian
dari SOP teknis yang ditetapkan untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan
Program dan Anggaran dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyusunan Laporan
Tahunan BPPA.
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5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Kemanfaatan (outcome) : Kondisi yang diharapkan akan dicapai bila

keluaran (output) dapat diselesaikan tepat
waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta
berfungsi dengan optimal.

b. Keluaran (ouput) : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

7. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel, maka diperlukan
monitoring pelaksanaan kegiatan BPPA. Untuk itu, agar penyusunan Laporan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar
pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan LAKIP BPPA adalah untuk
menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai
penyusunan LAKIP BPPA.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
penyusunan LAKIP BPPA.

3 Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang menyusun LAKIP BPPA adalah Biro Perencanaan Program dan

Anggaran.

b Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan penyusunan LAKIP BPPA.

c Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

d Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyusunan
LAKIP BPPA sehingga proses penyusunannya dapat dilakukan dengan lancar, efektif
dan tepat waktu.

e Pengguna pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran.

f Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen LAKIP BPPA.

g Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat terwujudnya suatu dokumen
tentang penilaian capaian kinerja kegiatan Biro Perencanaan Program dan
Anggaran, melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat melihat
kinerja yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Program dan Anggaran selama
1(satu) tahun.

4 Ringkasan
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Standard Operating Procedures Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Biro Perencanaan Program dan Anggaran merupakan
bagian dari SOP teknis yang ditetapkan untuk memperkuat sistem kerja Biro
Perencanaan Program dan Anggaran dalam rangka memperlancar pelaksanaan
penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Biro Perencanaan
Program dan Anggaran

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Kemanfaatan (outcome) : Kondisi yang diharapkan akan dicapai bila

keluaran (output) dapat diselesaikan tepat
waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta
berfungsi dengan optimal.

b. Keluaran (ouput) : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

8. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Berkenaan dengan penyusunan program dan anggaran Badan Koordinasi Penanaman
Modal, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan pertanyaan secara
tertulis terkait dengan anggaran BKPM. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka
Biro Perencanaan Program dan Anggaran menyiapkan jawaban sehingga dapat
memberikan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, agar
penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait anggaran dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar
Pendapat terkait anggaran adalah untuk menyediakan informasi dan panduan secara
jelas, benar dan pasti mengenai penyusunan dokumen jawaban tertulis Rapat Dengar
Pendapat.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait anggaran.

3 Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang menyiapkan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait

anggaran adalah Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

b Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait
anggaran.

c Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

d Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyiapan
jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait anggaran sehingga proses
penyusunannya dapat dilakukan dengan lancar, efektif dan tepat waktu.

e Pengguna pelayanan adalah seluruh Satuan Kerja di lingkungan BKPM.

f Keluaran (output) pelayanan adalah jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat
terkait anggaran.

g Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya jawaban tertulis Rapat
Dengar Pendapat, sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat kepada Komisi
VI Dewan Perwakilan Rakyat.
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4 Ringkasan

Standard Operating Procedures penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat
terkait anggaran merupakan bagian dari SOP teknis yang ditetapkan untuk memperkuat
sistem kerja Biro Perencanaan Program dan Anggaran dalam rangka memperlancar
pelaksanaan penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait anggaran.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Kemanfaatan (outcome) : Kondisi yang diharapkan akan dicapai bila

keluaran (output) dapat diselesaikan tepat
waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta
berfungsi dengan optimal.

b. Keluaran (ouput) : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

9. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

10. Latar Belakang
Biro Perencanaan Program dan Anggaran melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dalam
penyusunan Renja BKPM sebagai dokumen perencanaan kerja selama 1 tahun kedepan,
untuk menjadi acuan kinerja, dan menjadi pedoman penyusunan Renja di lingkungan
BKPM.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan bagi
seluruh lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di bidang atau sektornya masing-masing.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan
daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja yang disusun merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM). Agar pengkoordinasian penyusunan Renja Kantor Badan Koordinasi
Penanaman Modal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar
pelayanan.

11. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan rencana kerja BKPM adalah sebagai
pedoman (guide) untuk mengatur dan mengarahkan dalam menyusun rencana program
kerja/kegiatannya untuk periode satu tahun kedepan khususnya Biro Perencanaan
Program & Anggaran (BPPA) dan unit kerja lain di lingkungan BKPM umumnya.
Tujuan penetapan standar pelayanan penyusunan rencana kerja adalah dengan adanya
aturan dan arahan tersebut, maka diharapkan BPPA dan unit kerja lain di lingkungan BKPM
dalam menyusun rencana kerjanya dapat dikerjakan tepat waktu dan efisien serta dapat
mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia, bekerja sesuai dengan tupoksinya.

12. Ruang Lingkup
16. Unit yang mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Badan

Koordinasi Penanaman Modal adalah Biro Perencanaan Program dan Anggaran.
17. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan staf Biro Perencanaan Program dan

Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

18. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran.
19. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya dokumen perencanaan untuk

mendukung kelancaran kinerja.
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20. Pengguna pelayanan adalah unit kerja/unit orgaisasi di lingkungan kantor BKPM.
21. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Renja Kantor Badan Koordinasi

Penanaman Modal.
22. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersusunnya dokumen Renja unit kerja/unit

organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan Kebijakan Umum Pemerintah.

13. Ringkasan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal

memberikan pedoman dalam penyusunan rencana program kerja/kegiatannya untuk
periode satu tahun kedepan.

14. Definisi atau Pengertian Umum
d. Renja K/L : Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga

untuk periode 1 (satu) tahun.
e. Renstra K/L : Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga

untuk periode 5 (lima) tahun.
f. RPJM : Dokumen perencanaan nasional untuk periode 5

(lima) tahun
g. RKP : Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1

(satu) tahun

15. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Biro Perencanaan Program dan Anggaran melaksanakan kegiatan Sosialisasi
Program/Kegiatan BKPM sebagai upaya untuk mensinkronkan kegiatan BKPM dengan
Perangkat Daerah Promosi Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM).
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
bagi seluruh lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintahan non-
departemen dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di bidang atau sektornya
masing-masing. Oleh karena itu, Biro Perencanaan Program dan Anggaran (BPPA)
melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM yang terkait dengan daerah
bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan
BKPM dengan daerah (PDPPM/PDKPM) serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta menjamin tercapainya penggunaan sumber
daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan SOP Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM yang terkait dengan daerah
adalah agar lebih mengefektifkan dan mensosialisasikan program/kegiatan dan anggaran
BKPM Tahun Anggaran satu tahun kedepan baik yang terkait dengan daerah maupun antar
unit kerja di lingkungan BKPM sendiri, sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat lebih
optimal dan terlihat adanya keterkaitan antar program kerja.
Tujuan adalah untuk menghindari adanya tumpang tindih program-program kerja dari unit-
unit yang ada di BKPM serta adanya kesinambungan kegiatan antara Rencana Stratejik
yang telah disusun oleh BKPM dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga akan tercapai
efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dengan pencapaian hasil yang optimal.

3 Ruang Lingkup

1. Melakukan koodinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM)
2. Menyusun dan mengkompilasi program/kegiatan dan anggaran tahun anggaran satu

tahun kedepan yang diusulkan oleh setiap unit kerja di lingkungan BKPM
3. Membuat surat pemberitahuan rencana sosialisasi ke daerah yang menjadi tuan rumah
4. Membuat surat undangan ke daerah yang menjadi penyelenggaraan kegiatan dan ke

daerah-daerah lainnya
5. Mempersiapkan bahan-bahan (materi sosialisasi, administrasi, keuangan dan

akomodasi, konsumsi) yang akan dibawa ke daerah
6. Kemanfaatan (outcome) adalah tersusunnya bahan sosialisasi
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4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM yang terkait dengan
daerah adalah agar lebih mengefektifkan dan mensosialisasikan program/kegiatan dan
anggaran BKPM Tahun Anggaran satu tahun kedepan baik yang terkait dengan daerah
maupun antar unit kerja di lingkungan BKPM sendiri, sehingga pelaksanaan kegiatannya
dapat lebih optimal dan terlihat adanya keterkaitan antar program kerja.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. PDPPM : Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal

b. PDKPM : Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman
Modal

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator Mulai dan Selesai

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Belum optimalnya mekanisme evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan
unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menuntut
adanya mekanisme pelaporan yang baku dan dapat memberikan informasi yang optimal
bagi pimpinan. Untuk itu, agar penyusunan Laporan evaluasi pogram/kegiatan unit kerja
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan Laporan evaluasi program/kegiatan
unit kerja adalah untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan
pasti mengenai penyusunan Laporan evaluasi program/kegiatan unit kerja.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan unit kerja di lingkungan BKPM.

3 Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang menyusun Laporan Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja di

lingkungan BKPM adalah Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

b Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan penyusunan Laporan evaluasi program/kegiatan unit kerja.

c Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

d Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyusunan
Laporan evaluasi program/kegiatan unit kerja sehingga proses penyusunannya
dapat dilakukan dengan lancar, efektif dan tepat waktu.

e Pengguna pelayanan adalah seluruh Satuan Kerja di lingkungan BKPM.

f Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Laporan evaluasi program/kegiatan
unit kerja.

g Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat terlaksananya evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan, pencapaian kinerja keluaran kegiatan, dan
pencapaian kinerja hasil program.
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4 Ringkasan
Standard Operating Procedures Penyusunan Laporan evaluasi program/kegiatan unit
kerja merupakan bagian dari SOP teknis yang ditetapkan untuk memperkuat sistem
kerja Biro Perencanaan Program dan Anggaran dalam rangka memperlancar
pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan unit kerja di lingkungan
BKPM.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Kemanfaatan (outcome) : Kondisi yang diharapkan akan dicapai bila

keluaran (output) dapat diselesaikan tepat
waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta
berfungsi dengan optimal.

b. Keluaran (ouput) : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

c. Evaluasi : Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome)terhadap rencana dan standar.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu
Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Belum optimalnya mekanisme monitoring pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menuntut adanya mekanisme pelaporan yang
baku dan dapat memberikan Informasi yang optimal bagi pimpinan. Untuk itu, agar
penyusunan Laporan Triwulanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
diperlukan standar pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan Laporan Triwulanan adalah untuk
menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai penyusunan
Laporan Triwulanan.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan Anggaran
secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan
triwulanan di lingkungan BKPM.

3 Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan yang menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan
Triwulanan) adalah Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program dan
Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan penyusunan Laporan Triwulanan.

3. Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyusunan Laporan
Triwulanan sehingga proses penyusunannya dapat dilakukan dengan lancar, efektif dan
tepat waktu.

5. Pengguna pelayanan adalah seluruh Satuan Kerja di lingkungan BKPM.

6. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Laporan Triwulanan.

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat terlaksananya monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program, pencapaian kinerja keluaran kegiatan, dan pencapaian kinerja hasil
program.

8. Standar kompetensi pelaksana:
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a. Mampu melaksanakan analisis dan evaluasi atas laporan triwulanan dari unit kerja, unit
satuan kerja dan unit organisasi BKPM.

b. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (Ms Word dan Ms Excel)
c. Memahami PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

4 Ringkasan

Standard Operating Procedures penyusunan Laporan Triwulanan adalah untuk menyediakan
informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai penyusunan Laporan
Triwulanan.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator Mulai dan Selesai

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Belum optimalnya mekanisme penyusunan buku Penetapan Kinerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) yang menuntut adanya mekanisme penyusunan yang baku
dan dapat memberikan informasi yang optimal bagi pimpinan. Untuk itu, agar
penyusunan buku Penetapan Kinerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka diperlukan standar pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan buku Penetapan Kinerja adalah
untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai
penyusunan buku Penetapan Kinerja BKPM.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
penyusunan buku Penetapan Kinerja BKPM.

3 Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang menyusun buku Penetapan Kinerja BKPM adalah Biro

Perencanaan Program dan Anggaran.

b Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan penyusunan buku Penetapan Kinerja BKPM.

c Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

d Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyusunan
buku Penetapan Kinerja BKPM sehingga proses penyusunannya dapat dilakukan
dengan lancar, efektif dan tepat waktu.

e Pengguna pelayanan adalah seluruh Satuan Kerja di lingkungan BKPM.

f Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen buku Penetapan Kinerja BKPM.

g Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat terwujudnya suatu capaian kinerja
tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta
indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa
hasil maupun manfaat.

4 Ringkasan
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Standard Operating Procedures Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal merupakan bagian dari SOP teknis yang ditetapkan untuk
memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan Anggaran dalam rangka
memperlancar pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Kemanfaatan (outcome) : Kondisi yang diharapkan akan dicapai bila

keluaran (output) dapat diselesaikan tepat
waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta
berfungsi dengan optimal.

b. Keluaran (ouput) : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

c. Penetapan Kinerja : Menggambarkan capaian kinerja yang akan
diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/
unit kerja dalam suatu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu
Halaman
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1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

a

b

c

4. Ringkasan

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi

kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu

kegiatan penyiapan acara (pembicara, peresmian, undangan) yang akan dihadiri

oleh Pimpinan BKPM agar dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan efektif.

Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan kunjungan kerja dalam negeri

Pimpinan BKPM adalah sebagai acuan bagi unit pelaksana di lingkungan Biro

Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan

maupun bagi pihak lain yang terkait. Tujuannya adalah membangun sistem kerja

yang efektif serta mampu mendukung pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan

BKPM dalam menyelenggarakan kegiatan.

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan acara Pimpinan dalam Kota/Daerah

merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan

untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Protokol yang dikoordinasikan oleh

Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

Unit pelayanan yang melaksanakan penyiapan kunjungan kerja Pimpinan BKPM

adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan

Tata Usaha Pimpinan.

Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan

TU Pimpinan.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan
koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu
ditunjang oleh suatu kegiatan penyiapan acara (pembicara, peresmian,
undangan) yang akan dihadiri oleh Pimpinan BKPM agar dapat dilaksanakan
dengan lancar, tertib dan efektif.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan kunjungan kerja dalam
negeri Pimpinan BKPM adalah sebagai acuan bagi unit pelaksana di
lingkungan Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan maupun bagi pihak lain yang terkait. Tujuannya
adalah membangun sistem kerja yang efektif serta mampu mendukung
pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan BKPM dalam menyelenggarakan
kegiatan.

3. Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang melaksanakan penyiapan kunjungan kerja Pimpinan

BKPM adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan
Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.

b Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Protokol yang
dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

c Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Humas, dan TU Pimpinan.

4. Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Keprotokolan
Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri
merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang
ditetapkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

a.

b.

3. Ruang Lingkup

4. Ringkasan

a.

b.

c.

Ruang lingkup perawatan peralatan kantor adalah perawatan kran, lampu, alat

kedokteran, alat telekomunikasi, CCTV, gondola, Handle, kitchen set, meja kursi,

mesin absent, mesin penghancur kertas, peralatan musik, peralatan olah raga,

filling cabinet, infocus, lemari buku, notebook, televisi, telepon dan mesin ketik.

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi

kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu

kegiatan penyiapan pendampingan tamu delegasi luar negeri agar dapat terlaksana

dengan lancar, tertib, efektif, dan efisien.

Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan acara harian delegasi luar negeri

sebagai tamu Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah menetapkan proses serta

mekanisme yang jelas dan pasti, baik bagi petugas penata dan pelayanan acara

tamu delegasi dalam negeri maupun bagi pihak yang terkait.

Tujuannya adalah membangun sistem kerja yang efektif serta mampu mendukung

pelayanan keprotokolan bagi tamu delegasi luar negeri Badan Koordinasi

Penanaman Modal dalam menyelenggarakan kegiatan.

Unit pelayanan yang melaksanakan penyiapan pendampingan tamu delegasi luar

negeri Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Kepala Biro Peraturan

Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.

Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Protokol dan staf di Bagian Protokol

yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha

Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan

TU Pimpinan.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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2011
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Jakarta, 12190

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standar Operasional Prosedur

Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Mendampingi Kunjungan Kerja

Presiden Republik Indonesia dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia
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1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

a

b

c

4. Ringkasan

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi

kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu

kegiatan penyiapan acara (pembicara, peresmian, undangan) yang akan dihadiri

oleh Pimpinan BKPM agar dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan efektif.

Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan kunjungan kerja dalam negeri

Pimpinan BKPM adalah sebagai acuan bagi unit pelaksana di lingkungan Biro

Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan

maupun bagi pihak lain yang terkait. Tujuannya adalah membangun sistem kerja

yang efektif serta mampu mendukung pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan

BKPM dalam menyelenggarakan kegiatan.

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Keprotokolan Pimpinan

Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri merupakan bagian dari SOP

teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan

pelaksanaan kegiatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Protokol yang dikoordinasikan oleh

Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

Unit pelayanan yang melaksanakan penyiapan kunjungan kerja Pimpinan BKPM

adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan

Tata Usaha Pimpinan.

Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan

TU Pimpinan.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

:
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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2011
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Jakarta, 12190

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standar Operasional Prosedur

Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam

Negeri
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1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

a

b

c

4. Ringkasan

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi

kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu

kegiatan penyiapan acara (pembicara, peresmian, undangan) yang akan dihadiri

oleh Pimpinan BKPM agar dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan efektif.

Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan kunjungan kerja dalam negeri

Pimpinan BKPM adalah sebagai acuan bagi unit pelaksana di lingkungan Biro

Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan

maupun bagi pihak lain yang terkait. Tujuannya adalah membangun sistem kerja

yang efektif serta mampu mendukung pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan

BKPM dalam menyelenggarakan kegiatan.

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Keprotokolan Pimpinan

Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri merupakan bagian dari SOP

teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan

pelaksanaan kegiatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Protokol yang dikoordinasikan oleh

Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

Unit pelayanan yang melaksanakan penyiapan kunjungan kerja Pimpinan BKPM

adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan

Tata Usaha Pimpinan.

Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan

TU Pimpinan.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

:

:

:

:

:

:

:

Pengambilan Keputusan

Terminator (Mulai dan Selesai)

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

Proses

Persiapan

Proses Pendokumentasian
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1 Latar Belakang

2 Maksud dan Tujuan

a.

b.

3 Ruang Lingkup

a

b

c.

4 Ringkasan

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan

pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan

pengordinasian, pengendalian dan pengurusan surat masuk dan keluar, agar semua

kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Unit pelayanan yang melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian, dan pengurusan

surat di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Kepala Biro Peraturan

Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.

Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan staf di Bagian

Tata Usaha Pimpinan dan Tata Usaha Pimpinan yang dikoordinasikan oleh Kepala

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

Tujuannya adalah terselenggaranya kinerja pelayanan ketatausahaan di Badan

Koordinasi Penanaman Modal yang lebih berkualitas dan terciptanya instrumen untuk

mengukur efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja bidang ketata

usahaan pimpinan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Maksud penetapan standar pelayanan, pengkoordinasian, pengendalian, dan

pengurusan surat di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagai

acuan bagi unit pelaksana di lingkungan Biro Peraturan Perundang-undangan,

Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan dalam memberikan pelayanan teknis

dan administrasi kepada Pimpinan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Standar Operasional Prosedur Pengoordinasian, Pengendalian, dan Pengurusan surat

masuk-Keluar merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang

ditetapkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di Badan Koordinasi Penanaman

Modal.

Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU

Pimpinan.
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5 Definisi atau Pengertian Umum

a. TU :

b. BPPHT :

c. Karo :

d Kabag :

e Kasubag :

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

:

:

:

:

:

:

:

Kepala Biro

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Kepala Sub Bagian

Kepala Bagian

Tata Usaha

Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,

dan Tata Usaha Pimpinan

Proses

Persiapan

Terminator (Mulai dan Selesai)
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP
1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,

telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan

ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi

single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan

pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya

melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swsta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk

memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia

layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for

money dalam penyediaan infrastruktur berskala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta

maka diperlukan adanya informasi yang lengkap dan akurat mengenai proyek-proyek

infrastruktur di Indonesia yang siap ditawarkan. Direktorat Perencanaan Infrastruktur

merupakan salah satu Direktorat di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

BKPM yang memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur

di Indonesia yang siap ditawarkan melalui market sounding, roadshow, dan busines forum.

Kegiatan fasilitasi kunjungan proyek-proyek infrastruktur strategis dilakukan untuk

memperoleh informasi yang lengkap tentang kemajuan proyek-proyek infrastruktur

strategis serta mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ditemui untuk

segera dilakukan koordinasi penyelesaiannya. Agar fasilitasi kunjungan ke proyek-proyek

infrastruktur strategis tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien maka diperlukan

adanya standar operating procedure (SOP).

2. Maksud dan tujuan

Maksud ditetapkannya SOP fasilitasi kunjungan proyek-proyek infrastruktur strategis agar

menjadi panduan oleh setiap pejabat Direktorat di lingkungan Perencanaan Infrastruktur

dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan ke proyek-proyek infrastruktur strategis tersebut.

Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan kunjungan dapat memperoleh informasi,

identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-

proyek infrastruktur strategis.

3. Ruang Lingkup

a. Penyiapan dokumen-dokumen terkait dengan proyek yang akan dikunjungi.

b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah terkait

proyek-proyek infrastruktur strategis

c. Penyiapan administrasi (pembuatan dan pengiriman Surat/memo) dalam rangka

fasilitasi kunjungan kepada Kementerian teknis terkait dan Pemerintah Daerah.

d. Penyusunan Laporan lengkap hasil kunjungan.
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4. Ringkasan

Standar Operating Procedures Fasilitasi Kunjungan Proyek-Proyek Infrastruktur Strategis

memberikan pedoman dalam pelaksanaan kunjungan untuk memperoleh informasi yang

lengkap tentang kemajuan proyek-proyek infrastruktur strategis serta mengidentifikasi dan

menginventarisasi permasalahan yang ditemui untuk segera dilakukan koordinasi

penyelesaiannya.

5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Proyek-Proyek
Infrastruktur Strategis

: Proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta
(KPS) yang diprioritaskan penangannya (showcase)

b. Stakeholder : Instansi teknis, asosiasi, pelaku usaha dan dunia
usaha.

c. Sektor Infrastruktur : Meliputi transportasi darat, jalan, jembatan,
transportasi laut, transportasi udara, infrastruktur
lainnya, sumber daya air, dan energi.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,

telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan

ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi

single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan

pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya

melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swsta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk

memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia

layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for

money dalam penyediaan infrastruktur berskala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta

maka diperlukan adanya informasi yang lengkap dan akurat mengenai proyek-proyek

infrastruktur di Indonesia yang siap ditawarkan. Direktorat Perencanaan Infrastruktur

merupakan salah satu Direktorat di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

BKPM yang memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur

di Indonesia yang siap ditawarkan melalui market sounding, roadshow, dan busines forum.

Pelaksanaan kegiatan focus group discussion / rapat dilakukan untuk memperoleh

informasi yang mendukung kajian sektor terkait, rekomendasi dari isu permasalahan aktual

atau perumusan kebijakan perencanaan bidang penanaman modal di sektor infrastruktur.

Agar kegiatan focus group discussion dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka

diperlukan adanya standar pelayanan.

2. Maksud dan tujuan

Maksud ditetapkannya SOP penyelenggaraan FGD/rapat agar menjadi panduan oleh setiap

pejabat Direktorat di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan

penyelenggaaan FGD/rapat. Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan FGD/rapat dapat

memperoleh informasi, identifikasi dan inventarisasi permasalahan sektor secara

komprehensif.

3. Ruang Lingkup

e. Penyiapan bahan materi yang akan dibahas dalam FGD/rapat.

f. Penyiapan administrasi (pembuatan dan pengiriman Surat/memo) dalam rangka

penyelenggaraan FGD/rapat.

g. Menyusun agenda dan melakukan persiapan teknis berupa penggunaan sarana

prasarana yang akan digunakan dalam penyelenggaraan FGD/rapat (pemesanan ruang

rapat, konsumsi, dan perangkat pendukung rapat).

h. Menyusun laporan hasil FGD/Rapat
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4. Ringkasan

Standard Operating Procedures Focus Group Discussion / Rapat Perencanaan Percepatan

Pelaksanaan Proyek-Proyek Infrastruktur Dengan Skema KPS yang dapat mendukung

terpetakannya potensi dan pengembangan proyek di sektor infrastruktur. SOP teknis yang

berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses tersusunnya

perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya

saing di sektor infrastruktur.

5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Focus Group
Discussion

: Pertemuan terbatas antara stakeholder dalam suatu
bidang tertentu membahas mengenai satu masalah
tertentu.

b. Stakeholder : Instansi teknis, asosiasi, pelaku usaha dan dunia usaha.
c. Sektor Infrastruktur : Meliputi transportasi darat, jalan, jembatan,

transportasi laut, transportasi udara, infrastruktur
lainnya, sumber daya air, dan energi.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,

telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan

ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi

single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan

pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya

melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk

memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia

layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for

money dalam penyediaan infrastruktur skala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta

maka diperlukan adanya informasi yang akurat mengenai proyek-proyek infrastruktur di

Indonesia. Direktorat Perencanaan Infrastruktur merupakan salah satu direktorat di Unit

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi

untuk menyediakan informasi yang memadai tentang peluang investasi di sektor

infrastruktur. Pelaksanaan kajian sektor infrastruktur dilakukan dalam rangka penyediaan

data/informasi tersebut. Agar pelaksanaan kajian ini dapat terlaksana secara efektif dan

efisien, maka diperlukan adanya Standard Operating Procedures (SOP) tentang

Pelaksanaan Kajian Sektor Infrastruktur.

2. Maksud dan tujuan

Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan

pelaksanaan kajian sektor infrastruktur bagi pelaku kegiatan pengumpulan data/informasi

yang dapat mendukung kajian sektor dan perumusan dokumen perencanaan baik melalui

diskusi/pembahasan antara pelaku usaha, asosiasi dan/atau instansi pemerintah/teknis

maupun melalui field study. Tujuannya adalah tersusunnya perencanaan pengembangan

penanaman modal melalui kajian sektor yang berorientasi pada peningkatan daya saing di

sektor infrastruktur.

3. Ruang Lingkup

i. Melakukan kajian identifikasi terhadap data-data dan informasi terkait sektor

infrastruktur.

j. Melakukan analisa data/informasi hasil kajian.

k. Mengevaluasi analisa sebagai bahan pengemasan informasi tentang proyek

infrastruktur.

l. Melaksanakan penyelenggaraan FGD sebagai langkah koordinasi dengan Kementerian

teknis dan Stakeholder terkait.

m. Membuat laporan lengkap hasil kajian sektor infrastruktur sebagai bahan usulan

kebijakan sektor terkait.
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4. Ringkasan

Standard Operating Procedures Pelaksanaan Kajian Sektor Infrastruktur dapat mendukung

terpetakannya arah kebijakan dalam pengembangan infrastruktur. SOP teknis yang berisi

rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses tersusunnya perencanaan

pengembangan penanaman modal melalui kajian sektor yang berorientasi pada

peningkatan daya saing di sektor infrastruktur.

5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Desk Study : Pendalaman kajian dengan memanfaatkan literatur dan data serta
informasi telah ada di internet dan lain-lain

b. Field Study : Pendalaman kajian dengan meninjau langsung ke lapangan
c. Comparative

study
Pendalaman kajian melalui kunjungan lokasi indstri terkait
dengan sektor kajian dalam negeri maupun luar negeri

d. Sektor
Infrastruktur

: Meliputi transportasi darat, jalan, jembatan, transportasi laut,
transportasi udara, infrastruktur lainnya, sumber daya air, dan
energi.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,

telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan

ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi

single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan

pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya

melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk

memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia

layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for

money dalam penyediaan infrastruktur skala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta

maka diperlukan adanya pemasaran proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang siap

ditawarkan. Direktorat Perencanaan Infrastruktur merupakan salah satu direktorat di Unit

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi

untuk memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur di Indonesia yang siap untuk

ditawarkan melalui kegiatan market sounding, roadshow, dan business forum. Pemasaran

proyek-proyek infrastruktur dilakukan dalam rangka penyampaian informasi kepada

investor, baik dalam maupun luar negeri, terkait ketersediaan potensi dan peluang

investasi di sektor infrastruktur serta sebagai sarana evaluasi dan tukar informasi mengenai

topik terkait. Agar pelaksanaan pemasaran ini dapat terlaksana secara efektif dan efisien,

maka diperlukan adanya Standard Operating Procedures (SOP) tentang Pemasaran Proyek-

Proyek Infrastruktur.

2. Maksud dan tujuan

Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan pemasaran

proyek-proyek infrastruktur. Tujuannya adalah menyampaikan informasi kepada investor,

baik dalam maupun luar negeri, terkait ketersediaan potensi dan peluang investasi di

sektor infrastruktur serta sebagai sarana evaluasi dan tukar informasi mengenai topik

terkait.

3. Ruang Lingkup

n. Melakukan market sounding tentang proyek-proyek infrastruktur.

o. Melakukan roadshow tentang proyek-proyek infrastruktur.

p. Melakukan business forum tentang proyek-proyek infrastruktur.

4. Ringkasan

Standard Operating Procedures Pemasaran proyek-proyek infrastruktur yang dapat

mendukung peningkatan investasi di bidang infrastruktur dan terlaksananya proyek-proyek

Infrastruktur. SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk

memudahkan proses pemasaran proyek-proyek infrastruktur yang berorientasi pada

peningkatan investasi di bidang infrastruktur.
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5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Pemasaran Proyek
Infrastruktur

: Kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada
investor, baik dalam maupun luar negeri, terkait
ketersediaan potensi dan peluang investasi di sektor
infrastruktur serta sebagai sarana evaluasi dan tukar
informasi mengenai topik terkait

b. Sektor Infrastruktur : Meliputi transportasi darat, jalan, jembatan,
transportasi laut, transportasi udara, infrastruktur
lainnya, sumber daya air, dan energi.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,

telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan

ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi

single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan

pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya

melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk

memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia

layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for

money dalam penyediaan infrastruktur skala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta

maka diperlukan adanya informasi yang akurat mengenai proyek-proyek infrastruktur di

Indonesia. Direktorat Perencanaan Infrastruktur merupakan salah satu direktorat di Unit

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi

untuk menyediakan informasi yang memadai tentang peluang investasi di sektor

infrastruktur. Pengemasan bahan showcase di bidang infrastruktur dilakukan dalam rangka

penyediaan data/informasi tersebut. Agar pelaksanaan pengemasan ini dapat terlaksana

secara efektif dan efisien, maka diperlukan adanya Standard Operating Procedures (SOP)

tentang Pengemasan Bahan Showcase di bidang Infrastruktur.

2. Maksud dan tujuan

Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan

pengemasan bahan showcase di bidang infrastruktur. Tujuannya adalah tersedianya

data/informasi tentang peluang penanaman modal di sektor infrastruktur melalui

pengemasan bahan showcase di bidang infrastruktur .

3. Ruang Lingkup

q. Melakukan kajian identifikasi terhadap data-data dan informasi terkait sektor

infrastruktur.

r. Melakukan analisa data/informasi hasil kajian.

s. Mengevaluasi analisa sebagai bahan pengemasan bahan showcase di bidang

infrastruktur.

4. Ringkasan

Standard Operating Procedures Pengemasan Bahan Showcase di bidang Infrastruktur dapat

mendukung terpetakannya potensi dan pengembangan proyek infrastruktur. SOP teknis

yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses pengemasan

bahan showcase di bidang infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan investasi di

sektor infrastruktur.
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5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Bahan Showcase : Informasi detail proyek-proyek infrastruktur yang
siap ditawarkan kepada calon investor.

b. Sektor Infrastruktur : Meliputi transportasi darat, jalan, jembatan,
transportasi laut, transportasi udara, infrastruktur
lainnya, sumber daya air, dan energi.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,

telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan

ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi

single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan

pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya

melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk

memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia

layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for

money dalam penyediaan infrastruktur skala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta

maka diperlukan adanya informasi yang akurat mengenai proyek-proyek infrastruktur di

Indonesia. Direktorat Perencanaan Infrastruktur merupakan salah satu direktorat di Unit

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi

untuk menyediakan informasi yang memadai tentang peluang investasi di sektor

infrastruktur. Pengemasan informasi tentang proyek infrastruktur dilakukan dalam rangka

penyediaan data/informasi tersebut. Agar pelaksanaan pengemasan ini dapat terlaksana

secara efektif dan efisien, maka diperlukan adanya Standard Operating Procedures (SOP)

tentang Pengemasan Informasi tentang Proyek Infrastruktur.

2. Maksud dan tujuan

Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan

pengemasan informasi tentang proyek infrastruktur. Tujuannya adalah tersedianya

data/informasi tentang peluang penanaman modal di sektor infrastruktur melalui

pengemasan informasi tentang proyek infrastruktur .

3. Ruang Lingkup

t. Melakukan kajian identifikasi terhadap data-data dan informasi terkait sektor

infrastruktur.

u. Melakukan analisa data/informasi hasil kajian.

v. Mengevaluasi analisa sebagai bahan pengemasan informasi tentang proyek

infrastruktur.

4. Ringkasan

Standard Operating Procedures Pengemasan Informasi tentang Proyek Infrastruktur dapat

mendukung terpetakannya potensi dan pengembangan proyek infrastruktur. SOP teknis

yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses pengemasan

informasi tentang proyek infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan investasi di

sektor infrastruktur.
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5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Proyek-Proyek
Infrastruktur
Strategis

: Proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta
(KPS) yang diprioritaskan penangannya (showcase)

b. Sektor Infrastruktur : Meliputi transportasi darat, jalan, jembatan,
transportasi laut, transportasi udara, infrastruktur
lainnya, sumber daya air, dan energi.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Analisis Kebijakan Terkait Dengan Penanaman Modal
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

16. Latar Belakang

Dalam mendorong kegiatan investasi diperlukan berbagai upaya guna menciptakan iklim usaha
yang kondusif, antara lain adalah pelaksanaan berbagai kebijakan penanaman modal dengan
azas-azas antara lain kepastian hukum, keterbukaan (transparan) dan akuntabilitas. Salah satu
prasyarat adanya pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang transparan, akuntabel dan
yang memberikan kepastian hukum adalah adanya rancangan kebijakan yang memberikan
panduan (guidance) dan kejelasan bagi para investor dalam melakukan kegiatan penanaman
modal di Indonesia.

Dalam memberikan panduan (guidance) dan kejelasan kebijakan terkait penanaman modal
adalah dengan menyusun rancangan kebijakan yang terkait dengan penanaman modal yang
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan memberikan masukan
rancangan kebijakan terkait penanaman modal didasarkan pada hierarki peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi kedudukannya dan peraturan dari Kementerian/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian yang menjadi koordinator dalam penyusunan peraturan tersebut.

Untuk mendapatkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan mendalam, dalam
penyusunan rancangan kebijakan yang diterbitkan BKPM dan masukan kebijakan terkait
penanaman modal salah satunya dapat dilakukan melalui analisis kebijakan terkait dengan
penanaman modal.

17. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk melakukan analisis kebijakan terkait dengan penanaman
modal yang digunakan sebagai sarana dalam mendapatkan bahan kajian dalam penyusunan atau
pemberian masukan atas suatu peraturan/kebijakan terkait penanaman modal.

Tujuannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan bahan dalam penyusunan dan pemberian
masukan atas peraturan/kebijakan di bidang penanaman modal.

18. Ruang Lingkup

1. Unit yang menyelenggarakan analisis kebijakan terkait dengan penanaman modal adalah
Direktorat Deregulasi Penanaman Modal.

2. Pelaksana kegiatan adalah para pejabat dan pelaksana Direktorat Deregulasi Penanaman
Modal dan melibatkan Direktorat Unit Lain di BKPM yang memiliki keterkaitan dalam
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analisis kebijakan terkait dengan penanaman modal, dikoordinasikan oleh Direktur
Deregulasi Penanaman Modal.

3. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Direktur Deregulasi Penanaman Modal.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah membuat suatu hasil analisa peraturan/kebijakan yang
terkait dengan penanaman modal sehingga dapat memberikan kejelasan dan masukan
perbaikan bagi peraturan/kebijakan tersebut.

5. Keluaran (Output) Kegiatan ini adalah adanya suatu hasil rumusan atau rekomendasi dari
analisa kebijakan terkait dengan penanaman modal.

6. Kemanfaatan (Outcome) Kegiatan ini adalah adanya sinkronisasi kebijakan dan peraturan
pelaksanaan terkait penanaman modal yang dapat memberikan kepastian dan kemudahan
berusaha di Indonesia.

19. Ringkasan

Standard Operating Procedures analisis kebijakan terkait dengan penanaman modal
diselenggarakan untuk memberikan kajian atas kebijakan terkait dengan penanaman modal
sehingga diperoleh masukan/tanggapan dari para pemangku kepentingan atas beberapa
permasalahan dalam perumusan/revisi suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan
penanaman modal.

20. Definisi atau Pengertian Umum

a. Kebijakan : Merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan dan cara bertindak yang dapat diterapkan
pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor
swasta, serta individu. Dapat merujuk pada proses
pembuatan keputusan-keputusan penting termasuk
identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program
dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

b. Penanaman Modal : Merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia.

c. Analisis : Atau analisa merupakan penyelidikan terhadap suatu
peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk
perkaranya, dsb); penguraian suatu pokok atas berbagai
bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta
hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian
yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; dan suatu
pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan
akan kebenarannya.
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21. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

22. Latar Belakang

Dalam era Otonomi Daerah seperti sekarang ini dapat menimbulkan kecenderungan
persaingan antara daerah hingga di tingkat Kabupaten/Kota. Persaingan tersebut baik bila
menjadi motivasi bagi tiap daerah untuk maju meski tidak melupakan kepentingan yang lebih
luas yaitu membangun daerah sekaligus membangun kemakmuran negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, hendaknya pengembangan suatu daerah dilakukan seiring dan
sejalan dengan daerah lainnya agar dapat sinergi dan komplementer untuk saling melengkapi
sehingga terbangun iklim penanaman modal yang semakin kondusif.

Salah satu tindakan yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam membangun iklim investasi yang
kondusif adalah menyusun membuat peraturan/kebijakan terkait dengan penanaman modal.
Dalam hal ini, Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian menyelenggarakan fasilitasi
kebijakan terkait penanaman mdodal dalam rangka koordinasi dan saling bertukar informasi
serta memberikan masukan/penjelasan terhadap suatu perumusan kebijakan terkait dengan
penanaman modal. Hal ini menjadi penting untuk agar hasil kebijakan tersebut memuat
kepastian hukum, keterbukaan (transparan), dan akuntabilitas bagi para pelaku usaha dan
masyarakat umum. Bentuk fasilitasi yang dilakukan adalah Menghadiri undangan dari instansi
teknis, lembaga dan asosiasi dalam rangka memberikan penjelasan mengenai berbagai
kebijakan terkait penanaman modal.

23. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah memadukan rencana penanaman modal di daerah dalam rangka
pemanfaatan potensi ekonomi dan peluang investasi di daerah dan mengikuti kegiatan
fasilitasi dalam rangka memberikan masukan terkait dengan kebijakan di bidang penanaman
modal.

Tujuannya adalah untuk:

1. Mendapatkan tanggapan dan masukan daerah yang menangani penanaman modal baik
dari aparatur maupun kalangan dunia usaha yang langsung dalam kegiatan penanaman
modal.

2. Menyederhanakan dan memberikan penjelasan serta masukan terhadap kebijakan terkait
penanaman modal sehingga diperoleh suatu penyempurnaan peraturan perundang-
undangan di bidang penanaman modal.

24. Ruang Lingkup

a. Unit yang menghadiri kegiatan atau undangan dari instansi teknis, lembaga dan asosiasi
adalah Direktorat Deregulasi Penanaman Modal.

b. Pelaksana kegiatan adalah para pejabat Kementerian/Lembaga Pemerintah
Nonkementerian pusat dan daerah terkait penanaman modal dan diikuti oleh pejabat
BKPM yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 528

menghadiri/ikut serta dalam kegiatan atau undangan dari instansi teknis, lembaga dan
asosiasi.

c. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Direktur Deregulasi Penanaman Modal.

d. Sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Dapat teridentifikasinya kendala-kendala yang dialami atau dirasakan oleh instansi
teknis, lembaga dan asosiasi sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan investasi
dan pembangunan.

2. Membuat/menyusun masukan yang konstruktif bagi perkembangan peraturan
penanaman modal di Indonesia.

e. Keluaran (Output) Kegiatan ini adalah:

Tersusunnya rumusan rekomendasi dan pelaporan kegiatan terkait penanaman modal
dalam rangka memenuhi undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian terkait, lembaga dan asosiasi.

f. Kemanfaatan (Outcome) Kegiatan ini adalah:

1. Kesamaan persepsi diantara para stakeholder terkait dengan kebijakan di bidang
penanaman modal.

2. Sebagai sarana untuk memberikan informasi yang jelas dan masukan atas
perumusan/revisi berbagai peraturan yang terkait dengan penanaman modal.

25. Ringkasan

Standard Operating Procedures fasilitasi kebijakan terkait penanaman modal memberikan
pedoman bagi pejabat BKPM dalam menghadiri kegiatan atau undangan dari
Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, lembaga dan asosiasi dalam rangka
koordinasi dan memberikan saran/masukan bagi kebijakan terkait penanaman modal.

26. Definisi atau Pengertian Umum

a. Fasilitasi : Kegiatan untuk menyediakan/memberikan sarana
untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau kegiatan
tertentu; berbagai bentuk kemudahan fasilitas yg
disediakan untuk kelancaran suatu agenda/kegiatan.

b. Kebijakan : Merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan dan cara bertindak yang dapat diterapkan
pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor
swasta, serta individu. Dapat merujuk pada proses
pembuatan keputusan-keputusan penting termasuk
identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program
dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

c. Penanaman Modal : Merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia.
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27. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

28. Latar Belakang

Dalam mendorong kegiatan investasi diperlukan berbagai upaya guna menciptakan iklim usaha
yang kondusif, antara lain adalah pelaksanaan berbagai kebijakan penanaman modal dengan
azas-azas antara lain kepastian hukum, keterbukaan (transparan) dan akuntabilitas. Salah satu
prasyarat adanya pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang transparan, akuntabel dan
yang memberikan kepastian hukum adalah adanya rancangan kebijakan yang memberikan
panduan (guidance) dan kejelasan bagi para investor dalam melakukan kegiatan penanaman
modal di Indonesia.

Dalam memberikan panduan (guidance) dan kejelasan kebijakan terkait penanaman modal
adalah dengan menyusun rancangan kebijakan yang terkait dengan penanaman modal yang
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan memberikan masukan
rancangan kebijakan terkait penanaman modal didasarkan pada hierarki peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi kedudukannya dan peraturan dari Kementerian/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian yang menjadi koordinator dalam penyusunan peraturan tersebut.

Untuk mendapatkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan mendalam, dalam
penyusunan rancangan kebijakan yang diterbitkan BKPM dan masukan kebijakan terkait
penanaman modal salah satunya dapat dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD)
kebijakan terkait dengan penanaman modal.

29. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah melakukan Focus Group Discussion (FGD) kebijakan terkait dengan
penanaman modal sebagai sarana untuk mendapatkan bahan kajian dalam penyusunan atau
pemberian masukan atas suatu peraturan/kebijakan terkait penanaman modal melalui.

Tujuannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan bahan dan masukan dari para stakeholder
terkait dalam rangka penyusunan dan pemberian masukan atas peraturan/kebijakan di bidang
penanaman modal.

30. Ruang Lingkup

7. Unit yang menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kebijakan terkait
dengan penanaman modal adalah Direktorat Deregulasi Penanaman Modal.

8. Pelaksana kegiatan adalah para pejabat dan pelaksana Direktorat Deregulasi Penanaman
Modal, Direktorat Unit Lain di BKPM, instansi teknis, kalangan dunia usaha dan non dunia
usaha yang memiliki kompetensi dalam memberikan bahan dan masukan kebijakan terkait
penanaman modal, dikoordinasikan oleh Direktur Deregulasi Penanaman Modal.

9. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Direktur Deregulasi Penanaman Modal.

10. Sasaran yang hendak dicapai adalah membuat suatu hasil diskusi mendalam atas suatu
kebijakan yang terkait dengan penanaman modal sehingga memberikan kejelasan bagi
perkembangan peraturan penanaman modal di Indonesia.

11. Keluaran (Output) Kegiatan ini adalah adanya suatu hasil rumusan atau rekomendasi dari
suatu Focus Group Discussion (FGD) kebijakan terkait penanaman modal.
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12. Kemanfaatan (Outcome) Kegiatan ini adalah adanya kebijakan dan peraturan pelaksanaan
terkait penanaman modal yang dapat memberikan kepastian dan kemudahan berusaha di
Indonesia.

31. Ringkasan

Standard Operating Procedures FGD kebijakan terkait penanaman modal diselenggarakan
untuk memberikan kajian atas suatu kebijakan terkait dengan penanaman modal sehingga
diperoleh masukan/tanggapan dari para pemangku kepentingan atas beberapa permasalahan
dalam perumusan/revisi suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan penanaman
modal.

32. Definisi atau Pengertian Umum

a. Kebijakan : Merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan dan cara bertindak yang dapat diterapkan
pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor
swasta, serta individu. Dapat merujuk pada proses
pembuatan keputusan-keputusan penting termasuk
identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program
dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

b. Penanaman Modal : Merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia.

c. Focus Group
Discussion (FGD)

: Merupakan bentuk penelitian kualitatif di mana
sekelompok orang yang bertanya tentang sikap mereka
terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide, atau
kemasan. Pertanyaan diminta dalam grup pengaturan
interaktif dimana peserta bebas untuk berbicara
dengan anggota kelompok lainnya.
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33. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya
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